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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan pasar moda berbasis syariah di Indonesia cukup
dinamisbaik dilihat dari beragamnya efek syariah yang diterbitkan, indeks
syariah yangdiluncurkan maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional-Magjelis Ulama
Indonesia (DSNMUI) terkait pasar modal dan peraturan Bapepam-LK yang
mengatur mengenai pasarmoda berbasis syariat. Perkembangan pasar modal
berbasis syariat sampai dengan saat ini ditandai dengan banyaknya produk yang
diterbitkan seperti penerbitan sukuk (obligasi syariah), reksa dana syariah, saham
yang memenuhi kriteria sebagal efek syariah, dan peluncuran Indeks Saham
Syariah Indonesia (1SSI) oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu terdapat
produk syariah lainnya berupa Surat BerhargaSyariah Negara (SBSN) yang telah
diatur melalui Undang-Undang SBSN Nomor 19Tahun 2008 tentang Surat

Berharga Syariah Negara.*
Beragamnya produk syariah di pasar modal tersbut memerlukan
adanyakepastian hukum khususnya terkait aspek kesyariahannya. Untuk itu
DSN-MUI telahmenerbitkan Fatwa No. 80/DSNMUI/I11/2011 tentangPenerapan

Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek BersifatEkuitas di Pasar Reguler

TIM Bapepam — LK, “Kajian tentang Fatwa DSN-MUI Mengenai Penerapan Prinsip-prinsip
Syariah di Bidang Pasar Modal”,http://www.bapepam.go.id/syariah/publikasi/riset/pdf/K ajian-
Tentang-Fatwa-D SN-M Ul -M engenai -Penerapan-Prinsi p-prinsi p-Syariah-di -Bi dang-Pasar-
Modal.pdf, di akses 11 Desember 2014.



Bursa Efek.?

Saham Syariah tidak mengenal riba (bunga) seperti halnya saham
konvensional, melainkan mengadopsi sistem bagi hasil dan risiko (nisbah) antara
investor dan emiten perusahaan publik yang mengeluarkan surat berharga untuk
diperdagangkan di pasar modal. Sistem semacam itu dikenal pula dengan istilah
musy>arakah atau syirka>h. Bila perusahaan publik yang didanai oleh investor
menuai untung, investor ikut menikmati keuntungannya. Sebaliknya, jika
perusahaan terkait mengalami kerugian, investor pun harus ikut menanggung
kerugian.

Meskipun nila keuntungan yang akan diperoleh nasabah bersifat
fluktuatif atau naik-turun mengikuti performa perusahaannya, namun pembagian
porsi dari untung yang akan didapat ataupun risiko yang akan ditanggung oleh
investor dan emiten (misalnya 60% untuk investor dan 40% untuk emiten) telah
disepakati di awal melalui janji akad. Kondisi tersebut memang berbeda dengan
saham konvensional yang menerapkan sistem bunga tetap sehingga dapat
memberikan nilai keuntungan yang lebih stabil bagi investor karena tak
terpengaruh oleh performa emiten.

Dari tampilan fisik, tak ada perbedaan antara jenis saham syariah dan
konvensional. Namun, saham dapat dikategorikan hala jika diterbitkan oleh
emiten yang bergerak di bidang usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariat, misalnya bukan perusahaan minuman keras atau rokok. Karena itu, dari

sekitar 400 jenis saham yang beredar di Bursa Efek Jakarta, hanya sekitar 270

% bid.



saham yang dinyatakan tidak bertentangan degan syariat 1slam berdasarkan hasil
seleksi Bapepam.®

Untuk memenuhi prinsip pertama, diperlukan suatu acuan atau kriteria
yang dapat digunakan dalam proses seleks target perusahaan. Para ahli syariat
(sharia scholars) memiliki pendapat yang beragam dalam menentukan bahwa
suatu perusahaan dianggap memenuhi syariat atau tidak. Hal ini mengakibatkan
perbedaan dalam menentukan kriteria yang digunakan dalam proses penyeleksian
untuk menentukan bahwa suatu kegiatan usaha dianggap tidak bertentangan
dengan prinsip syariat.

Sebagian besar ulama sepakat bahwa secara prinsip untuk menentukan
bahwa suatu perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariat adalah
perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan usaha yang terkait dengan
produksi dan atau distribusi barang haram yaitu, minuman beralkohol, babi atau
makanan mengandung babi, transaks riba, perjudian (maisir>), dan transaksi
yang mengandung ketidakjelasan (ghara>r).*

Namun demikian, beberapa ahli syariat berpendapat bahwa selain dari
seleks kegiatan usaha tersebut, juga perlu dilakukan seleksi dengan
menggunakan rasio-rasio keuangan tertentu. Rasio keuangan ini bertujuan untuk
mengukur tingkat kesehatan perusahaan dan atau mengetahui ada tidaknya unsur
ribawi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Di samping itu, rasio keuangan
juga bertujuan untuk mengukur unsur kontribusi pendapatan nonhalal di

perusahaan tersebut dibandingkan dengan pendapatan perusahaan.

*TIM Bapepam-LK, “Kajian Pengembangan Produk Syariah ”, http://www.bapepam.go.id
[syariah/publikasi/riset/pdf/Kajian_Pengembangan Produk Syariah (Islamic_Private Equity Fund).
pdf, di akses 01 januari 2015.

* Ibid.




Lebih jauh dari itu, beragam pendapat juga timbul pada komponen rasio
yang harus dihitung serta batasan rasio yang dianggap memenuhi kriteria syariat.
Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
menerapkan komponen rasio hutang ribawi berbanding total ekuitas dengan
batasan maksimal 82%. DSN-MUI juga menerapkan komponen rasio pendapatan
nonhala dibandingkan Total Pendapatan dengan batasan toleransi sebesar
maksimal 10%.

Menurut ungkapan Deputi Komisioner OJK Bagian Pengawas Pasar
Modal | Sarjito menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui
kriteria sebuah perusahaan bisa masuk Daftar Efek Syariah (DES) masih sangat
longgar dan belum sepenuhnya menaati aturan Islam. Pasalnya, dari beberapa
syarat, terdapat syarat yang memperbolehkan pendapatan non halal sebesar 10%
dari total pendapatan. Di belahan dunia manapun ada toleransi. Ada yang 5%,
kalau Maaysia toleransinya bertingkat 5%, 10%, sampai 25%. Iran yang sudah
menerapkan 100% halal karenadi sana semua perusahaan harus syariat.’

Sebagal perbandingan, berdasarkan data dari OJK, di Securities
Commission (SC) Malaysia terdapat toleransi pendapatan non halal bertingkat.
Untuk perbankan dan asuransi, perjudian, minuman keras, makanan nonhalal,
dan hiburan nonsyariat makatoleransi pendapatan nonhalal sebesar 5%.

Sementara untuk perusahaan rokok, dan sebagainya, tolerans
pendapatan nonhalal sebesar 10%. Untuk perusahaan seperti rental, tolerans
pendapatan nonhalal sebesar 20%, perusahaan seperti hotel dan resort

mendapatkan toleransi pendapatan non halal sebesar 25%.

® Ramdania, “Bursa Efek Indonesia Dibanjiri Emiten Syariah”, http://www.dream.co.id /dinar
[alhamdulillah-bursa-efek-indonesi a-dibanjiri-emiten-syariah-140523n.html, diakses pada tanggal
11 mei 2015




Bahkan, The Financial Times Stock Exchange (FTSE) atau Bursa Saham
London memiliki persyaratan non permissible income di luar pendapatan bunga
kurang 5% dibandingkan total pendapatan. Begitu pun dengan Katilim Index
atau Bursa Saham Turki.®

FTSE mengemukakan bahwa saham perusahaan yang dimasukkan ke
dalam indeks Islam tidak boleh bergerak dalam bidang perbankan dan bisnis
keuangan lainnya yang terkait dengan bunga (interest), akohol, rokok, judi,
pabrik senjata, asuransi jiwa, peternakan babi, pengepakan dan pengolahan atau
hal-hal lainnya yang terkait dengan babi, sektor/perusahaan yang signifikan
dipengaruhi oleh hal-ha yang disebutkan tadi, dan perusahaan yang memiliki
beban utang ribawi dengan persentasinya terhadap aset perusahaan melebihi
batas-batas yang diizinkan hukum Islam.

Tidak jauh berbeda dengan bursa saham London, Dow Jones Islamic
Market Index atau bursa saham syariat Amerika Serikat dalam websitenya
membuat Kkriteria saham yang tidak boleh dimasukkan ke dalam perhitungan
Indeks Pasar Islam (DJ Islamic Market Indexes), yaitu perusahaan yang bergerak
dalam produksi alkohol (minuman keras), babi dan yang terkait dengannya, jasa
keuangan konvensional/kapitalis, seperti bank dan asuransi, industri hiburan,
seperti hotel, kasino dan perjudian, bioskop, media porno dan industri musik.
Ahli syariah lain, yang memberikan pendapatnya pada institusi keuangan syariat
yang tersebar di beberapa negara juga menerapkan standar yang berbeda.
Sementara itu ahli syariat lainnya berpendapat bahwa untuk menentukan

perusahaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat, selain kegiatan

®Ramdania, “ Bursa Efek Syariah Indonesia Masih Longgar”, http://www.dream.co.id /dinar/kriteria-
bursa-efek-syariah-indonesia-masi h-longgar-140526a.html, di akses 26 mei 2014.




usaha utamanya tidak bertentangan dengan prinsip syariat, semua utang ribawi
maupun semua unsur pendapatan nonhala harus juga dibersihkan. Sebagaimana

firman Allah Swt. :
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“Hal orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-

baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika
benar-benar kepada-Nya kamu menyembah™.”
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“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal
kamu mengetahui”.®

Perbedaan pendapat ini disebabkan masing-masing ahli syariat memiliki
interpretasi masing-masing dengan melakukan penafsiran (ijtiha>d) terhadap

hukum-hukum fikih yang ada. Walaupun perbedaan pendapat merupakan hal

yang wagar di kalangan ahli syariah namun hal tersebut memiliki dampak

"Depag RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Surabaya: Duta |lmu, 2002 ), 32.
® 1bid., 36.



menjadikan level proses seleksi menjadi tidak setara. Seleks tersebut hanya
setara pada level kegiatan usaha (core business) sgja.

Dengan adanya diterbitkan fatwa MUI No0.80/DSN-MUI/V1/2011 yang
di putuskan oleh ulama besar Indonesia maka akan menjadikan investor saham
konvesional beralih ke saham syariah. Karena sebagian besar investor juga akan
mencari pendapatan atau keuntungan yang sepenuhnya halal. Namun di dalam
kenyaatannya sepenuhnya halal tidak dapat dicapai dikarenakan masih adanya
toleransi 10% terhadap produk — produk syariah yang di mana perusahaan emiten
menawarkan efek syariah. Dengan adanya tolerans tersebut maka akan ada
percampuran yang bergerak dibidang yang halal dan yang haram di perusahaan
emiten, dan investor akan menerima pendapatan di mana yang telah dianggap

syubhat.

. ldentifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalahnya dapat
diidentifikasi sebagai berikut:
1. Penentuan toleransi 10% terhadap produk-produk emiten yang mengeluarkan
efek syariah.
2. Alasan - alasan MUI menentukan toleransi 10%.
3. Pasar modal yang berbasis syariat lebih mengedepankan prinsip-prinsip
hukum islam.

4. Toleransi 10% oleh BEI terhadap emiten yang menawarkan efek syariah.



5. Jual beli efek yang mengandung percampuran halal dan haram suatu emiten
yang menerbitkan saham syariah dalam pasar modal yang berbasis syariat.
6. Praktek toleransi 10 % dalam jua beli saham syariah di pasar modal.
7. Hukum Islam terhadap toleransi 10% di pasar modal syariah.
Supaya tidak terjadi kesalah pahaman terhadap penulisan proposal ini,
maka penulis perlu membatasi permasal ahannya sebagai berikut:
1. Praktek toleransi 10 % dalam jual beli saham syariah di pasar modal.

2. Anaisis hukum Islam terhadap toleransi 10% di pasar modal syariah.

. Rumusan Masalah

Dari berbagai pertimbangan dan analisis di atas, maka permasalahan
utama dalam penelitian analisis hukum Islam terhadap fatwa MUI No.80/DSN-
MUI/V1/2011 tentang saham konvesional di bursa efek indonesia yang berupa
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana praktek toleransi 10 % dalam jual beli saham syariah di pasar

modal ?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap toleransi 10% di pasar modal

syariah ?

. Kajian Pustaka
Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan



atau duplikasi dari kaian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi

tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan®.

Penelitian tentang pasar modal syariah ini bukanlah yang pertama kali
dan bahkan yang kesekian kali. Namun judul yang hampir mirip atau pantas
dijadikan kgjian pustaka hanyalah beberapa judul saja.

Ada beberapa penelitian yang mengangkat judul yang hampir sama, yakni:

1. “Pasar Modal Analisis Pendapatan Bunga dan Pedapatan tidak Halal dalam
Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional” oleh Saputra, M. Nasyah Agus
,2010, IAIN Sunan Ampel Surabaya. di mana dalam penelitian tersebut
menekankan Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga
Keuangan Nomor : Kep-314/BL/2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar
Efek Syariah pada angka 2 huruf e efek berupa saham, termasuk Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah, yang
diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan
bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolahan usahanya dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip syariat sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik
tersebut memenunhi kriteria sebagai berikut, tidak melebihi rasio keuangan
yakni : total pendapatan bunga dan pendapatan tidak hala lainnya
dibandingkan dengan total pendapatan (revenue) tidak lebih dari 10%. Maka
emiten tersebut oleh Bapepam dan Lembaga Keuangan dianggap sebagai
emiten syariat dan efeknya dianggap efek syariah serta dapat dimuat dalam
daftar efek syariah. Pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal, dua hal

tersebut tidak selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-

°Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan
Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014). 8
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MUI/X/2003. Bunga (interest) sendiri berdasarkan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia.*®

2. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Reksadana Campuran
(Descretonary Fund)” oleh Linawati, Linawati ,2009, IAIN Sunan Ampel
Surabaya. yang inti pembahasannya yaitu pengelolaan reksa dana Campuran
(Discretionary Fund) pada Mangjemen Investasi adalah tidak dibenarkan
dalam prespektif hukum Islam (haram).**

3. “Pasar modal : analisis pendapatan bunga pendapatan tidak halal dalam
perspektif fatwa Dewan Syariah Nasional” oleh Saputra, M. Nasyah A.,
2010, IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam pembahasan skripsi ini memuat
inti bahwa pendapatan yang tidak halal tidak halal berarti pendapatan yang
berasal dari sesuatu yang tidak hala yakni pendapatan yang berasal dari
sesuatu yang telah jelas haram hukumnya, bak itu haram karena zatnya (
hara>m li-z|a>tihi ) dan haram bukan karena zatnya ( hara>m li-gayrihi ),
yang mengandung unsur d{ arar, garar, dan maysir, tiga unsur tersebut haram
hukumnya. dalam tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasiona tersebut Emiten
atau Perusahaan Publik yang mempunya rasio keuangan yang disebutkan
pada angka angka 2 huruf e butir 4) b), tidak dapat dianggap emiten syariah,
dan efek yang diterbitkannya bukanlah efek syariah serta tidak dapat dimuat

dalam daftar efek syariah. Sehingga hal — hal yang dijelaskan dalam

10 saputra, M. Nasyah Agus, “Pasar Modal Analisis Pendapatan Bunga Dan Pedapatan Tidak Halal
Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional” (Thesis -- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010),
3.

Y inawati, Linawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Reksadana Campuran
(Descretonary Fund)” (Thesis -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), 1.
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Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan tersebut tidak selaras
dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional .*?

Daam pendlitian Analisis Hukum Islam terhadap toleransi10% dalam
jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan dari penelitian ini
adalah titik tekannya terhadap proses tentang bagaimana diizinkannya
produk-produk efek syariah dengan toleransi nonhala sebesar 10% dalam
perdagangan saham di pasar modal. Kemudian lebih fokus kepada analisis
dikeluarkannya fatwa terbaru tentang pasar modal syariah MUl No.80/DSN-
MUI/VI1/2011 yang tidak selaras dengan adanya toleransi produk nonhalal
sebesar 10%. Sedangankan dalam hukum Islam sendiri memperbol ehkan jual
beli suatu barang yang benar-benar 100% hala dan tidak diperbolehkannya
ada campuran suatu barang yang haram hukumnya, dan akan menjadi riba
ketika seseorang mengambil suatu keuntungan dari jual beli yang

mengandung haram atau nonhalal.

E. Tujuan Pendlitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka tujuan

penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1

Untuk mendeskripsikan bagaimana Praktek toleransi 10 % dalam jua beli
saham syariah di pasar modal.
Untuk mengetahui bagaimana penerapan fatwa MUI No0.80/DSN-MUI/V1/2011

di pasar modal berbasis syariah.

"2 Saputra, M. Nasyah A., “Pasar modal : analisis pendapatan bunga pendapatan tidak halal dalam
perspektif fatwa Dewan Syariah Nasional” ( Skripsi -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 68.
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3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap fatwa MUI

N0.80/DSN-MUI/V1/2011 di pasar modal berbasis syariah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, penulis
membagi manfaat penelitian ini ke dalam dua poin, yaitu:
1. Secarateoritis
Kgjian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap toleransi 10% dalam
jua beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Memberikan sumbangsih pemikiran yang bernuansa Islami terhadap
pasar modal di Indonesia khususnyadi BEI.

b. Sebaga acuan atau refrensi untuk mahasiswa jika hendak meneliti judul
yang sama.

2. Secarapraktis

a. Pendliti, memberikan pengetahuan |ebih jauh, karena yang diteliti bukan
merupakan hal yang baru untuk pengkajian kelslaman.

b. Nasabah, dengan sistem yang Islami, tidak ada yang merasa dirugikan.

C. Masyarakat, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mensosialisasikan
terhadap masyarakat, bahwa transaks keuangan syariat seperti Pasar
Modal yang memberikan keuntungan kepada masyarakat adalah untuk
membantu masyarakat yang menginvestasikan dananya yang lebih ke

pasar modal.

G. Definis Operasional
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Dalam definisi operasional ini, peneliti berusaha menjelaskan apa makna
yang terkandung dalam variabel-variabel pada judul yang telah diangkat oleh
peneliti. Dan inilah uraian tentang judul adalah:

1. Pasar modal syariat
Pasar modal syariat adalah pasar modal yang sesuai dengan syariat

Islam atau dengan kata lain instrumen yang digunakan berdasarkan pada

prinsip syariat dan mekanisme yang digunakan juga tidak bertentangan

dengan prinsip syariat antara lain tidak boleh ada riba, gharar dan masyir,
dimana di bidang muamalah ini mempunya kekhususan seperti
perdagangan saham di pasar modal 3. Dalam hal ini, hukum Islam yang

di maksud dari peneliti ialah Hukum Islam yang berkaitan dengan Figih

Muamalah tentang jual beli saham syariat™.

2. Bursaefek Indonesia
Adaah lembaga fasilitator perdagangan jua beli bursa efek antara
emiten dan investor, transaksi jual beli antara investor yang menjaankan
transaks perdagangan saham di bursa efek dalam studi kantor perwakilan

BEI Surabaya.

3. Toleransi 10% dalam jual beli saham syariat
Toleransi 10% adalah tolerans penadapatan non hala oleh
perusahaan yang memcatatkan efeknya di bursa efek Indonesia
kemudian disebut emiten yang saham diperjuabelikan dengan

fluktuatif.

3Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, Sudi Hukum Islam, (Surabaya: IAIN SA Press,
2011), 51-55.
¥ Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh, Cet 3, (Jakarta: Amzah, 2014), 306.
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H. Metode Pendlitian
Jenis pendlitian ini yaitu berupa penelitian lapangan dan kemudian
dilanjutkan dengan penelitian kaian pustaka. Penelitian lapangan yaitu
mengambil data secara langsung di tempat sumber data guna untuk mendapatkan
data dengan lengkap dan mengetahui praktek di lapangan. Peneltian kajian
pustaka yaitu analisis data bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan
penelitian ini.*®
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Maka
berikut ini akan dibahas mengenai data yang dikumpulkan, sumber data, teknik
pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknis analisis data :
1. Datayang dikumpulkan
a. Fatwa MUI No.80/DSN-MUI/VI/2011 tentang penerapan prinsip syariat
dan mekani sme perdagangan secara ekuitas.
b. Datatentang toleransi 10% dalam jual beli emiten saham syariah.
2. Sumber data
Sumber Data primer merupakan sumber data yang pokok/utama dari
pihak yang bersangkutan di lapangan. Sumber data sekunder adalah data
yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian
dari sumber-sumber yang relah ada baik dari perpustakaan atau dari
laporan-laporan penelitian terdahulu.
Sumber data terdiri dari:

a. Sumber primer

!> Masruhan, metodologi Penelitian Hukum, Cet 2, (Surabaya: Hilal Pustaka,2013), 93.
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1. Data dari BEI yaitu data emiten syariah yang tercatat di BEI
perwakilan Surabaya.

2. Faawa Dewan Syariah Nasiona MUl No0.80/DSN-
MUI/VI/2011 tentang Prinsip Pasar Moda syariah dan
Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.

3. Mentor atau konsultan pasar modal syariah.

b. Sumber sekunder

1) Nafik, HR Muhammad, bursa efek dan investasi syariah
2) Hidayat, Taufik, buku pintar investasi syariah
3) Sholihin, Ifham Ahmad, ekonomi syariah

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
dilandaskan pada aturan yang baku yang telah menjadi bahan didalam
penelitian kualitatif yang mana pengompulan datanya dengan cara
pengamatan atau observasi dan interview atau wawancara'®.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan kajian
penelitian, maka penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan
menggunakan metode-metode sebagal berikut:

a Obsevas
Observasi adalah suatu cara mengadakan penyelidikan dengan
menggunakan pengalaman terhadap suatu objek dari suatu peristiwa atau
kejadian yang akan diteliti'’. Dalam penelitian ini di gunakan observasi

sistematis, dimana peneiti melakukan langkah sistematis dalam

'®Buna’i, Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2006),
19.
YAmirul Hadi, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung. Pustaka Setia, 2005), 129.
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mengamati objek penelitian dengan menggunakan pedoman instrumen
observasi, sehingga dapat menghasilkan data yang sesuai dengan fokus
masalah yang telah ditetapkan.™®

Adapun data yang ingin diperoleh dengan menggunakan metode
observas ini adalah:

1) Kondis objek penelitian.
2) Prosedur atau tata cara penerapan syariat di pasar modal.
b. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) adalah teknik mendapatkan informasi dengan
cara bertanya langsung kepada ahli*® pasar modal dan konsultan BEI
Surabaya, percakapan itu dilakukan dengan maksud tertentu, percakapan
itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang bertugas sebagai
orang yang mengajukan pertanyaan dan yang dikenai pertanyaan atau
orang yang menjawab dari pertanyaan tersebut. Berikut narasumber yang
di wawancarai :

1. bapak Asikin Ashar M. El, mentor BEI
2. Bapak Isma Swadjgia, Mentor BEI dan Dosen UIN Sunan Ampel
Surabaya.
3. Bapak Nafik Mubarok, Wakil Ketua Umum Kadin Jatim.
4. Teknik pengolahan data
Dilakukan sebuah mengelola data dalam penelitian ini  dengan

menggunakan teknik pengeditan data dan pengorganisasian data. Setelah

¥suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktek, (Jakarta: Reneka Cipta, 2006), 166.
19_exy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Rema Rosda Karya, 2004), 135.
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penelitian selesai atau telah terkumpul, maka diperlukan sebuah pengelolaan

data-data yang terkumpul dengan mengadakan beberapa proses, antaralain:

a. Pengeditan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data
yang telah dikumpulkan atau memeriksa kembali informas yang telah
diterima pendliti®®. Yakni memeriksa data yang terkumpul baik melalui
observas maupun wawancara terhadap para piaang saham, calon
investor maupun pemilik perusahaan yang menerbitkan saham dari segi
kelengkapan yang perlu di koreks sgja.

b. Pengorganisasian data dalam hal ini mendapatkan data-data yang jelas
dan terorganisir dengan baik, sehingga dapat di analisis lebih lanjut guna

perumusan deskriptif.

5. Teknik analisis data

Andisis data adalah salah satu tahapan yang dikerjakan setelah
memperoleh informasi melalui beberapa teknik pengumpulan data, dan
bertujuan untuk menyempitkan dan membatasi temuan-temuan sehingga
menjadi suatu data yang teratur dan akurat. Seperti yang dikemukakan oleh
Bogdan dan Biklen dalam buku penelitian kualitatif mengatakan bahwa:
“Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan
data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan

“Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum., 253.
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apa yang dipelgari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada
orang lain”%.

Adapun metode anadlisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif analistik yaitu dengan membuat gambaran mengenai toleransi
10% terhadap jual beli saham syariah atau lukisan secara sistematis, faktual
dan akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum
dalam rumusan masalah untuk dianalisis tentang toleransi pendapatan jual
beli saham syariah dengan toleransi non halal sebesar maksimal 10% sesuai
dengan data yang berhubungan dengan masalah tersebuit.

Penelitian melakukan pendekatan dengan pola berfikir secara metode
deduktif yaitu menekankan pada fenomena atau fakta secara lapangan
melalui pengamatan yang kemudian menarik kesimpulan berdasarkan fakta

dan secara teori.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan
sistematika pembahasan yang terdiri dari :

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini beris tentang latar belakang masal ah,
identifikas masalah, rumusan masaah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua ini memuat tentang konsep Pasar Modal menurut Hukum Islam

yakni meliputi pengertian, landasan hukum Studi Teoritis yang membicarakan

2| _exy, J. Moleong, Metodologi Penelitian, 248.
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tentang Dewan Syariah Nasional Dan Fatwa Dewan Syariah Nasiond
No0.80/DSN-MUI/V1/2011 tentang Pasar Modal, Hukum Islam syubha<t.

Bab ketiga Bab ini membahas tentang temuan studi di BEI dan Fatwa - DSN
yakni mencakup sgjarah, Produk, profil, tata cara, struktur dan bagaimana proses
diijinkannyatoleransi 10% pendapatan nonhalal di pasar modal.

Bab keempat Merupakan analisis terhadap judul Analisis Hukum Islam
Terhadap toleransi 10% dalam jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia.
Anaisisini meliputi bagaimana terhadap transaksi-transaksi perdagangan saham
yang berbasis syariat dengan ketentuan hukum Islam tentang adanya produk efek
syariah dengan toleransi nonhalal sebesar 10% yang ada berdasarkan dalil-dalil
dari Alquran dan maupun ulama.

Bab kelima merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan yang di

dalamnya menjawab semua rumusan masalah dan juga berisi saran.



